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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21)
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ABSTRAK

Fadhilatul Maula. 2015. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Terbanding Tentang
Status Anak Hasil Nikah Siri Yang Diresmikan Pernikahannya (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl). Skripsi Jurusan
Syari’ah Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Pekalongan. Pembimbing DR. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag dan
IWAN ZAENUL FUAD, SH. MH.

Di Pengadilan Agama Pekalongan ada gugatan atas perkara asal-usul anak
Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl yang dikabulkan dan status anak menjadi anak sah
Penggugat dan Tergugat. Namun, Tergugat tidak terima atas putusan tersebut,
kemudian ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan
terdaftar dengan Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Gugatan banding yang diajukan
Tergugat dikabulkan dan putusan PA Pekalongan digugurkan.

Sekilas digugurkannya putusan PA Pekalongan ini dirasa dapat merugikan
anak akan tetapi, dalam gugatan banding yang diajukan Tergugat ditemukan
ketidaksesuaian pembuktian antara keterangan penggugat dan para saksi yang
dihadirkan dalam persidangan.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Mengapa pertimbangan
hakim PA Pekalongan dalam putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA Pekalongan
dan pertimbangan hakim PTA Semarang dalam putusan Nomor
0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg menghasilkan putusan yang berbeda terkait perkara
terbanding status anak hasil nikah siri yang diresmikan pernikahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan sumber bahan hukum primer, adapun metode pengumpulan data
yang digunakan ialah dokumentasi dan untuk analisis data menggunakan analisis
preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dalam menyelesaikan
perkara No. 0483/2013/Pdt.G/PA.Pkl hakim PA Pekalongan dalam peristiwa
hukumnya, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri termasuk dalam anak luar
nikah. Anak tersebut dapat disahkan menjadi anak sah Penggugat dan Tergugat
apabila dapat dibuktikan dengan ketentuan yang tencantum dalam putusan MK
46/PUU-VIII/2010, yaitu terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya.
Pengesahan sebuah perkawinan siri tersebut yang dikuatkan dengan bukti-bukti
serta saksi-saksi yang hadir dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebuah dasar
disahkannya seorang anak terhadap ayahnya. Sehingga, putusan PA Pekalongan
0483/Pdt.G/2013/PA Pkl tersebut lemah. Sedangkan, Pengajuan banding ke PTA
Semarang dengan Nomor putusan 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg. menggugurkan
putusan PA Pekalongan dianggap lebih kuat. Karena ketidaksesuaian keterangan
antara Penggugat dan para saksi serta dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar
pertimbangan hakim dalam putusan PA Pekalongan tidak ada yang menguatkan
bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Tergugat. Namun, putusan PTA
Semarang, memiliki dampak hukum yang luar biasa terhadap anak. Dengan
digugurkannya putusan PA Pekalongan maka, terputus juga hubungan
keperdataan si anak dengan ayahnya, sehingga anak sama sekali tidak memiliki
hak-hak terhadap ayahnya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan
sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan
ayahnya karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari
ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan atau disebut dengan Undang-Undang Perkawinan
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebaéai akibat
perkawinan yang sah.'

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan
disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.”> Dalam
undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
Orang-orang yang beragama Islam dalam melangsungkan perkawinan baru
sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Akan tetapi tetap ada keharusan

pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.’

'Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Isla, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), hlm. 240.

’Asnawi Mochd, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta
Peraturan Pelaksanaan, (Kudus: Menara, 1975), hlm. 232.

*Hazairin, 7 injauan Undang-Undang Perkawinan No.l tahun 1974, (Jakarta: Tinta Mas,
1975), him. 38.




Pencatatan perkawinan tersebut sebagai bagian dari pengawasan
perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam
daftar pencatatan.

Pencatatan tersebut bukan merupakan faktor yang menentukan sah
atau tidaknya sebuah perkawinan dan hanya merupakan kewajiban
administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Faktor yang menentukan sahnya perkawinant adalah syarat-syarat yang
ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.
Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan
perundang-undangan merupakan kewajiban administratif, ¢

Sebagian masyarakat yang beragama Islam melangsungkan suatu
pernikahan yang sudah memenuhi rukun-rukun dan Syarat-syarat yang
ditentukan oleh hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat
Nikah (PPN), sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Undang-
Undang Perkawinan. Perkawinan seperti ini lebih dikenal dengan perkawinan
di bawah tangan atau perkawinan siri.’ Perkawinan siri dimaksudkan untuk
menghindarkan diri terhadap sistem dan cara pengaturan pelaksanaan

perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yang dianggap

4Repub]ik Indonesia, Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041, Jakarta: Sekretariat Negara, 1994, Penjelasan Umum angka 4 hurufb.

*Ibid, hlm. 239.




birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka
menempuh cara yang dianggap tidak menyulitkan dan tidak bertentangan
dengan Agama Islam. Dalam ilmu hukum, cara seperti ini dikenal dengan
istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari
persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang
berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu
akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat
hukum yang dikehendaki.®

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan (siri)
disebut sebagai anak luar nikah. Hubungan hukum anak di luar nikah dengan
orang tuanya diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan ayat (1)
yang menyebutkan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan pada
ayat (2) menyebutkan “Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan
diatur dalam peraturan pemerintah”.’

Dari Pasal 43 ayat (1) tersebut, Mahkamah Kontitusi melakukan uji
materiil (Judicial Review) sehingga, menghasilkan putusan MK Nomor
46/PUU-VIII/2010 yang kemudian isi Pasal 43 ayat (1) harus dibaca “anak
yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

®Gouw Giok Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta: PT. Kinta, 1964),
hlm. 20.

7Majalah Kontitusi (Bapak Biologis Harus Bertanggung Jawab) Edisi Februari 2012
Nomor. 61.




bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan
| perdata dengan keluarga ayahnya”.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan siri adalah
ketidakjelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan ayah dan
anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa
anak tersebut bukan anak kandungnya. Selain itu yang jelas merugikan, anak
tidak berhak memakai nama ayah, tidak berhak atas biaya kehidupan dan
pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.®

Namun, orang tua dapat melakukan upaya untuk mendapatkan
kejelasan status hukum terhadap anak di luar nikah yang diragukan statusnya
dengan pembuktian. Dalam hal pembuktian asal usul anak, telah diatur dalam
Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam
menegaskan, bahwa:

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran
yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

(2) Bila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak. ada, maka Pengadilan
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah
diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang
memenubhi syarat.

(3) Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka pembuktian terhadap asal-

usul anak dapat dilakukan Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam

*Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Dalam Perkawinan Usia Muda dan
Perkawinan Sirri, (Bandung: PT. Alumni, 2012), him.153-154.




daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta
kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila dicermati secara mendalam bunyi Pasal 55 Undang-Undang
Perkawinan jo 103 KHI ayat (2) tersebut di atas, terkandung makna bahwa
dalam memeriksa perkara permohonan asal usul anak harus benar-benar
memperhatikan kondisi riil di lapangan apakah anak yang dimohonkan asal-
usulnya itu benar-benar anak yang lahir dari hasil perkawinan antara laki-laki
dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibu dari anak tersebut atau
sekedar anak yang diakui oleh laki-laki dan perempuan yang mengaku
sel;agai ayah ibunya.

Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa
terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan
seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan
teknologi yang menyebabkkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak
tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari
suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki
hubungan dengan ibunya saja (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan).” Pembuktian berdasarkan perkembangan teknologi yang ada,
memungkinkan bahwa dapat dibuktikan seorang anak itu memiliki hubungan
darah (nasab) dari laki-laki yang diduga sebagai ayahnya tersebut.

Sebagaimana dalam ketentuan putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010.

° Pertimbangan hakim (3.13) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
46/PUU-VI11/2010, him. 34.




Berdasarkan temuan kasus putusan hakim di PA Kota Pekalongan
(Nomor 0483/Pdt. G/2013/PA.Pkl) tentang gugatan status anak di luar nikah
yang dalam putusan tersebut hakim mengesahkan anak yaang lahir dari
pernikahan siri adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, kemudian diajukan
upaya hukum bandingnya ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang
(Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg) oleh Tergugat, dengan putusan hakim
PTA Semarang menggugurkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama.

Hal ini bermula adanya pernikahan yang dilakukan pada tanggal 11
April 2011 oleh seorang wanita (Penggugat) dan seorang pria (Tergugat)
secara sah menurut Agama Islam namun pernikahannya tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasangan tersebut kemudian melangsungkan pernikahan resmi pada
tanggal 22 Maret 2012 di KUA Kecamatan Pekalongan Timur. Berjalannya
waktu isteri (Penggugat) mengajukan perkara cerai gugat kepada suami
(tergugat) ke Pengadilan Agama Kota Pekalongan, dalam gugatan ini
Penggugat tidak meﬁyertakan anak yang lahir dari hasil penikahan siri
tersebut, dengan alasan anak tersebut lahir sebelum mereka menikah secara
resmi. Karena alasan tersebut, Penggugat kesulitan dalam mengurus
pembuatan akta kelahiran anak, Penggugat mengajukan gugatan asal usul
anak ke Pengadilan Agama Pekalongan, tertanggal 19 mei 2014 dengan
memohon agar gugatannya dikabulkan dan anak tersebut disahkan sebagai

anak biologis Penggugat dan Tergugat.




Dalam persidangan, Penggugat menyertakan bukti-bukti dokumen dan
menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk memperkuat gugatannya. Dalam
pemeriksaannya , hakim PA Pekalongan melihat bahwa pernikahan yang
telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai pernikahan
sah. Sehingga, Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memutuskan perkara
tersebut dalam putusan nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl. yang berisi
pengabulan gugatan dan menetapkan anak hasil pernikahan siri antara
Penggugat dan Tergugat benar-benar anak sah dari pasangan tersebut.'’

Namun, Tergugat merasa keberatan dan menolak atas putusan PA
Pekalongan yang mengesahkan bahwa Tergugat adalah ayah sah dari anak
tersebut. Kemudian, pada tanggal 02 Juni 2014 Tergugat mengajukan banding
ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan nomor
0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg dengan memori banding bahwa Tergugat
menemukan ketidaksesuaian antara keterangan Penggugat dengan keterangan
para saksi yang dihadirkan dalam persidangan terkait tentang pernikahan siri
yang pernah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat. Hakim PTA Semarang
kemudian memutus perkara tersebut dengan menerima permohonan banding
dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor
0483/Pdt.G/2013/PA Pkl tertanggal 19 mei 2014."

Berdasarkan uraian di atas, dari putusan yang dikeluarkan oleh Hakim

Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama memiliki hasil yang

"Putusan gugatan tentang Asal Usul anak di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor
0483/Pdt.G/2013/PA. Pkl

"Putusan gugatan banding tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 0182/pdt.G/2014/PTA. Smg.




berbeda, tampaknya Hakim masing-masing peradilan mempunyai
pertimbangan tersendiri dalam menilai peristiwa hukumnya, dalam putusan
PA  Pekalongan hakim mengesahkan penikahan siri yang dilakukan
Penggugat dan Tergugat, serta mengesahkan anak hasil Pernikahan siri
tersebut sebagai anak sah dari keduanya. Kemudian dalam putusan PTA
Semarang, hakim menggugurkan putusan PA Pekalongan, karena pernikahan
siri antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak sah. Dari kedua putusan
tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji landasan pertimbangan yang
digunakan hakim masing-masing peradilan dan menyesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, peneliii tertarik untuk
mengambil judul skripsi PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA
TERBANDING TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI YANG
DIRESMIKAN PERNIKAHANNYA (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA .Pkl)
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, peneliti fokus dalam membahas masalah
Mengapa pertimbangan hakim PA Pekalongan dalam putusan Nomor
0483/Pdt.G/2013/PA Pekalongan dan pertimbangan hakim PTA Semarang
dalam putusan Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg menghasilkan putusan
yang berbeda terkait perkara terbanding status anak di luar nikah?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian




Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat
menjelaskan perbedaan yan.g menjadi dasar pertimbangan hakim PA
Pekalongan dan pertimbangan hakim PTA Semarang dalam memutuskan
perkara diatas.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
wacana akademik berkaitan penyelesaian kasus litigasi atas status
anak luar nikah. Status anak luar nikah menjadi semakin menarik,
ketika orang tua biologisnya (ibu dan ayahnya) melangsungkan
pernikahan secara resmi (tercatat). Dengan adanya pernikahan orang
tua dari anak luar nikah tersebut, diharapkan anak luar kawin
memperoleh kemudahan dalam mendapatkan status hubungan
perdata dengan kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Namun
demikian, keputusan pengadilanlah yang menentukan status
keperdataan anak luar nikah tersebut.

b. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi peneliti dalam
menyelesaikan skripsi sebagai syarat kesarjanaan. Selain itu di
lingkungan peradilan, khususnya Peradilan Agama, penelitian ini
berguna untuk memberi pertimbangan akademik kepada para hakim
dalam menghadapi perkara terkait status anak hasil nikah siri yang

diresmikan pernikahannya
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D. Kajian pustaka

Kepustakaan yang mengkaji berbagai masalah berkaitan dengan status
anak dalam pernikahan dan hubungan dengan orang tuanya sudah dilakukan
oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya telah dilakukan oleh Fahrina
Zahyanti, skripsi mahasiswa STAIN Pekalongan Tahun 2009, yaitu tentang
“Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri”."? Skripsi ini pembahasannya fokus
pada prosedur pengajuan permohonan penetapan pengesahan anak hasil nikah
siri. di Pengadilan Agama Pekalongan dan dasar pertimbangan hakim
pengadilan agama dalam perkara pengesahan anak hasil nikah siri. Posisi
Perbedaan penelitian saudari Fahrina Zahyanti dengan penelitian se];arang
yaitu pada penelitian saudari Fahrina Zayanti, membahas tentang prosedur
pengajuan permohonan pengesahan anak hasil nikah siri poligami yang
permohonannya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dan
perkara ini hanya sampai pada Pengadilan Tingkat pertama. Sedangkan
penelitian sekarang penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam
péngesahan anak yang lahir dari pernikahan siri yang orang tuanya kemudian
menikah resmi dan tidak terikat dengan pernikahan lain dalam putusan PA
Pekalongan dalam mengabulkan gugatan sampai kepada pengajuan perkara
pada tingkat banding oleh PTA Semarang dalam mengabulkan perkara
tersebut.

Penelitian Farida Putri Handayani, skripsi mahasiswa STAIN

Pekalongan Tahun 2012 yang berjudul “Permohonan penetapan asal usul

“Fahrina Zahyanti, Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri, Skripsi Sarjana Syari’ah,
(Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).
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anak  hasil  pernikahan dalam masa iddah (analisis penetapan
No.0010/Pdt.P/2011/PA Pkl)”."” Skripsi ini pembahasannya fokus pada dasar
pertimbangan hakim dalam pernikahan dalam masa iddah dan penetapan
hakim dalam perkara No.0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl ditinjau dari perspektif
figh dan hukum positif Indonesia. Posisi Perbedaan penelitian saudari Farida
Putri Handayani dengan penelitian sekarang yaitu dalam penelitian Farida
Putri Handayani, permohonan pengesahan anak karena perkawinan yang
masih dalam masa iddah. Sedangkan dalam penelitian penulis, permohonan
pengesahan anak karena akibat dari pernikah siri yang kemudian diresmikan
pemikahannya:

Penelitian Fita Faiqotul Himah, skripsi mahasiswa STAIN Pekalongan
tahun 2008 yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pengunaan
Tes DNA Sebagai Pembuktian Nasab>.** Skripsi ini pembahasannya fokus
pada pengunaan tes DNA sebagai pembuktian nasab menurut Hukum Islam.
Posisi Perbedaan penelitian saudari Fita Faiqotul Himah dengan penelitian
sekarang yaitu dalam penelitian saudari Fita Faiqotul Himah membahas
mengenai gambaran praktek pembuktian nasab seorang anak dan penggunaan
Tes DNA menurut Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian sekarang

membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meberikan status hukum

“Frida Handayani, Permohonan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa lddah
(Analisa  Penetapan No 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl), Skripsi Sarjana Syari’ah, (Pekalongan:
Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012).

"Fita Faiqotul Himah, Studi Analisis Hukum Islam tentang Penggunnaan Tes DNA sebagai
Pembuktian Nasab, Skripsi Sarjana Syari’ah, (Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan,
2008).
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anak hasil nikah siri, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian menurut
hukum perdata.

Dalam uraian penelitian terdahulu diatas, peneliti belum menemukan
penelitian yang sama dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu berjudul
“PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA TERBANDING
TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIR] YANG DIRESMIKAN
PERNIKAHANNYA (Analisis Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl)
yang pembahasannya fokus pada menganalisis dasar pertimbangan Hakim PA
Pekalongan dalam putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang
n'qengabulkan gugatan pengesahan anék hasil nikah siri dan menganalisis
dasar pertimbangan Hakim PTA Semarang dalam putusan banding No.
0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang mengabulkan permohonan banding dan
membatalkan putusan PA Pekalongan ditinjau dari Hukum Perdata di
Indonesia.

Kerangka Teori

Disyari’atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan, |
menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah
memiliki status yang jelas. Artinya, anak tersebut sah memiliki ayah dan ibu.
Jika anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak
jelas.

Menurut Slamet Abidin dan Imanudin, nasab atau keturunan ialah

pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seorang manusia
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dalam pertalian darahnya. Dalam hubungannya dengan pertalian darah,
semua anak dibangsakan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya.'®

Menurut Satria Effendi dalam bukunya “Makna, Urgensi, dan
Kedudukan Nasab Dalam prespektif Hukum Islam” Kelahiran anak
merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota
keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak
dan mewarisi harta ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan
hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula
dijamin hak orang tua terhadap anaknya.'®

Dalam UU norrior 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur
tentang asal usul anak terdapat pada pasal 42, 43, dan 44. Pada Pasal 42
menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pada Pasal 43 ayat (1) menyebutkan
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan padal ayat (2) menyebutkan
“Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan
pemerintah”, pada pasal ini kemudian diubah menjadi putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 harus dibaca
“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

Bem Ahmad Saebani, Figh Munakahat Jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him 173
® Satria Effendi, Makna, urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Prespektif Islam, (Jakarta:
Al-Hikmah, 1999), him. 18-19.
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alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pada Pasal 44 ayat (1) menyebutkan Seorang suami dapat menyangkal
sahnya anak yang dillahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan
bahwa isterinya telahh berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
Dan pada ayat (2) menyebutkan Pengadilan memberikan keputusan
sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui
dari salah satu dari tiga sebab, yaitu (1) Dengan cara al Firasy, yaitu
berdaéarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. (2) Dengan cara
Igrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak
dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. (3) Dengan cara
Bayyinah, yaitu pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang
anak benar anak biologis dari seseorang tersebut.

Menurut Erna Sofyan Syukrie,'” dalam pengertian formil pengakuan
anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan
dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya.
Sedangkan pengertian materiil, pengakuan anak merupakan perbuatan hukum
untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang
mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan

wanita yang melahirkan anak tersebut.

'" Erna Sofyan Syukrie, Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak
Anak, makalah dalam seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996.




15

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembahasan tentang
pengakuan anak terdapat pada BAB XII Bagian 3. Seperti, Pada pasal 280
KUHPerdata disebutkan bahwa Dengan pengakuan terhadap anak di luar
kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.
Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan cara
untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang
bersangkutan; (2) di dalam akta perkawinan ada; (3) di dalam akta autentik.'®

Pembuktian asal usul anak dimuat dalam pasal 55 UU Perkawinan jo
Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu:'’

1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran
yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti
yang memenuhi syarat.

3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini maka instansi
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah Hukum Pengadilan yang
bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang
bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam Surat Edarannnya yaitu SEMA Nomor 3

Tahun 1974 menghimbau dan meminta para hakim baik di lingkungan

" AN Afandi, Hukum Waris, Kukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), (Jakarta: Bina Aksara,1984), him. 146,

" Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), hlm. 272
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Peradilan Umum maupun Peradilan Agama hendaknya dalam memutuskan
perkara harus disertai alasan-alasan yang tepat agar suatu putusan mempunyai
kekuatan hukum. Dengan kata lain hakim harus dapat menempatkan perkara
sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan solusi dan putusan yang
tepat dan adil.

Putusan hakim dapat dikaitkan sebagai sebuah penyelesaian bagi
semua pihak yang terkait, suatu perkara dengan penyelesaian yang baik akan
berakhir dengan tidak ada masalah dan seyogyanya mencangkup beberapa
unsur, yaitu:>°

a. Secara yuridis, yaitu apabila telah diputus oleh hakim dengan
penetapan yang mempunyai dasar hukum, dapat memberi kepastian
hukum, dan perlindungan hukum.

b. Secara sosiologis, yaitu apabila penetapan hakim itu telah memenuhi
rasa keadilan, dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang
bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma.?' Oleh karena itu
sebagai sumber datanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

2 Mukti Arto, Mencari Keadilan(Kritik dan Social Terhadap Praktek Peradilan Perdata di
Indonesia, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001 ), him. 56.
*' Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
2004), Him.118
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Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai
bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir
seorang peneliti untuk melakukan analisis. Penelitian hukum normatif ini
menggunakan tiga pendekatan yaitu:*>
a) Pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan bahwa peneliti
menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal
melakukan analisis.

b) Pendekatan konsep, konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan
titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.

c) Pendekatan kasus, hal ini dimaksudkan supaya dapat mendapatkan
gambaran yang lebih jelas mengenai alasan-alasan hukum yang

digunakan oleh hakim untuk kepada putusannya.Pendekatan Penelitian

Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat
otoritatif artinya mempunyai otoritas (kekuatan hukum). Bahan hukum
primer terdiri dari: salinan putusan Pengadilan Agama Pekalongan No.
0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dan salinan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang No. 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg., Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan MK Nomor
46/PUU-VIII/2010.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji meliputi: berupa semua

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Surabaya:Kencana, 2005), him. 93-95.
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publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku tentang hukum
perkawinan, buku tentang peradilan, jurnal hukum.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dokumentasi, yaitu teknik ini dilakukan untuk proses pengumpulan data
yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumentasi dan arsip-
arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Metode ini
diterapkan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari pencatatan dan
pengutipan secara langsung yang berupa; salinan putusan Pengadilan
Agama Pekalongan No. 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dan salinan putusan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 0182/Pdt.G/2014/PTA. Smg dan
buku-buku yang terkait dengan status anak hasil nikah siri yang
diresmikan pernikahannya.
4. Teknik Analisis
Secara sederhana metode analisis disebut sebagai kegiataan
memberikan telaah, dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan
analisis preskriptif sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan
argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, argumentasi di
sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian
mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap fakta

atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. **

* Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,2010), hlm.183
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Dalam hal ini, penulis memaparkan hasil penelitian dasar
pertimbangan hakim dalam pengabulan gugatan perkara status anak hasil
nikah siri  yang diresmikan pernikahannya di Pengadilan Agama
Pekalongan dalam putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dan
pengabulan gugatan banding perkara status anak hasil nikah siri di
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya Nomor

0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Selanjutnya penulis memberikan
penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum
terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan rangkaian
pembahasan secara utuh dan terpadu.

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka,
Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kerangka Teori. Bab ini membahas teori-teori berkaitan Anak
dan Status Hukumnya. Yakni: (1) Status Hukum Anak sah dan Tidak sah, (3)
Pengakuan Status Anak, (4) Pembuktian Status Anak, dan (5) Pertimbangan
Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara.

BAB 1II Duduk Perkara (Legal Positioning) Dalam Putusan
Pengadilan Agama Pekalongan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Semarang: (1) kedudukan hukum (legal standing) dari masing-masing pihak

yang berperkara, (2) peristiwa hukum, dan (3) pertimbangan hakim yang
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dimuat dalam Salinan Putusan atas perkara tersebut oleh hakim PA
Pekalongan maupun PTA Semarang.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini penulis menganalisis dan menilai
pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim di tingkat PA
dan PTA dalam memutuskan perkara, terkait penilaiannya terhadap: (1)
peristiwa hukum, (2) kedudukan hukum (legal standing) masing-masing
pihak, dan (3) dasar hukum yang digunakan.

BAB V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran-

saran kepada pihak-pihak yang terkait.




BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan tentang hal-hal yang berkaitan
dengan penelitian ini, maka sebagai akhir pembahasan peneliti akan
memberikan kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan perkara No.
0483/2013/Pdt.G/PA.Pkl hakim PA Pekalongan dalam peristiwa hukumnya,
anak yang dilahirkan dari pernikahan siri termasuk dalam anak luar nikah.
Anak tersebut dapat disahkan menjadi aﬁak sah Penggugat dan Tergugat
apabila dapat dibuktikan dengan ketentuan yang tencantum dalam putusan
MK 46/PUU-VIII/2010, yaitu terbukti memiliki hubungan darah dengan
ayahnya. Pengesahan sebuah perkawinan siri tersebut yang dikuatkan dengan
bukti-bukti serta saksi-saksi yang hadir dalam persidangan tidak dapat
dijadikan sebuah dasar disahkannya seorang anak terhadap ayahnya.

Sehingga, putusan PA Pekalongan 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl tersebut lemah.

Pengajuan perkara tersebut dari Pengadilan Tingkat Pertama ke
Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dengan  Nomor  putusan 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
menggugurkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap lebih kuat.
Karena ketidaksesuaian keterangan antara Penggugat dan para saksi serta

dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan

84
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PA Pekalongan tidak ada yang menguatkan bahwa anak tersebut adalah anak

sah dari Tergugat.

Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memiliki
dampak hukum yang luar biasa terhadap anak. Dengan digugurkannya
putusan Pengadilan Agama Pekalongan maka, terputus juga hubungan
keperdataan si anak dengan ayahnya, sehingga anak sama sekali tidak

memiliki hak-hak terhadap ayahnya.

. Saran

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan diatas, maka ada

beberapa hal yang perlu direkomendasikan yaitu:

1. Penelitian ini meneliti pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding yang
mengadili perkara status anak hasil nikah siri yang pernikahan orang
tuanya kemudian diresmikan.. Penemuan hukum dalam peraturan
perundang-undangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim
dalam memutus perkara sebaiknya diterapkan secara keseluruhan dan
sesuai dengan peristiwa yang diperkarakan. Kebenaran dan ketepatan

analisa penulis, diserahkan pada dunia akademisi untuk menilainya.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi media utk
mengawal keputusan hakim di lingkungan peradilan, agar mampu

memberikan keadilan dan kebenaran dalam keputusannya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAKHMANIRRAKHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara

perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara :
PENGGUGAT, Umur: 27 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Pelayan

Toko Sembako, Tempat tinggal di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur,

Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
MELAWAN
TERGUGAT, Umur: 25 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tidak

bekerja, Tempat tinggal di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya, serta memeriksa bukti lainnya

di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis pada
tanggal 03 Desember 2013 yang didaﬁe}rkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
- Pekalongan pada tanggal 03 Desember 2013 dengan register perkara nomor:
0483/Pdt.G/2013/PA Pkl. dan selanjutnya Penggugat mengajukan hal-halnya sebagai

berikut :




Bahwa pada tanggal 11 April 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
nikah secara sirri di rumah Bapak Angkat Penggugat yang bernama BAPAK
ANGKAT di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan
Perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan atau Instansi

Pencatat Perkawinan lainnya;

Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat tersebut, Penggugat berstatus
Jjanda cerai dengan satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus jejaka; -------------

Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah

dilaksanakan sesuai ketentuan rukun perkawinan yaitu:

3.1. Calon mempelai (suami isteri) yang akan dinikahkan;

3.2.  Wali Nikah;

3.3.  Dua orang saksi;

3.4.  Maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-;

3.5. Ijab Kabul;
Bahwa dari pernikahan sirri antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah lahir
seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Januari 2012, sekarang dalam

asuhan Penggugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan,
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/47/111/2012, tertanggal

22 Maret 2012;

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat telah mengajukan perkara
cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor
perkara 0270/Pdt.G/2013/PA.Pkl. dan pada tanggal 23 September 2013 perkara cerai
gugat tersebut dinyatakan dikabulkan dan pada tanggal 22 Oktober 2013 telah

dikeluarkan akta cerai dengan nomor 0393/AC/2013/PA.PkL.;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, Penggugat

tidak mencantumkan anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri antara Penggugat.




10.

11.

dengan Tergugat karena anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat

menikah secara resmi;
Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut tinggal bersama dengan
Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari anak

tersebut masih kecil dan lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat

dan tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat;
Bahwa karena peristiwa hukum dalam posita tersebut di atas, Penggugat mengalami

kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat

tersebut;
Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat

penetapan asal-usul anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 undang-

undang nomor 7 tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya

perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Kelas A Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1.

2.

3.

Subsidair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

(TERGUGAT);

Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Menetapkan anak yang bernama: Bagus Adyatma, lahir pada tanggal 20 Januari 2012,

benar-benar anak biologis antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan

Tergugat datang menghadap di depan sidang, kemudian pemeriksaan perkara ini ditunda

untuk mediasi, dan berdasarkan Penetapan Nomor 0483/Pdt.G/2014/PA Pkl tanggal 23




Desember 2013 telah ditunjuk Drs. H. Suginoto, S.H. Hakim Pengadilan Agama
Pekalongan sebagai Mediator untuk penyelesaian perkara ini secara damai melalui proses
mediasi dan telah memerintahkan pula para pihak untuk menempuh mediasi melalui

mediator yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang
menghadap di depan sidang melaporkan bahwa proses mediasi tidak berhasil untuk
menyelesaikan perkara ini secara damai sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 27
Desember 2013 dan Penggugat menyatakan akan meneruskan perkaranya dengan Tergugat,
sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada kabarnya, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dua
kali yaitu tanggal 07 Januari 2014, untuk sidang hari Senin tanggal 27 Januari 2014 dan
tanggal 07 Pebruari 2014 untuk sidang hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014, tetapi Tergugat
tidak hadir tanpa ada pemberitahuan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Desember 2013, yang maksud dan

isinya dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan jam 09.00 Wib dengan
wali nikah ayah kandung,Penggugat nama Japari, tetapi pada saat ijab diwakilkan

kepada Bapak Ustad Zaen;

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan Bapak angkat Penggugat (BAPAK ANGKAT)
dan Bapak dari Poncol serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Tergugat, Ustad Zaen, Bapak Penggugat
(AYAH), Bapak angkat Penggugat dan bapak, sebetulnya pernikahan tersebut akan
dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat, namun
petugas Kantor Urusan Agama tidak berkenan karena Penggugat sudah hamil 2 — 3

bulan dan menyarankan pernikahan ditunda sampai anak lahir, sehingga terjadi nikah

sirri (nikah kyai);




mengajukan bukti surat berupa :

1.

saksi-saksinya, yaitu :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3375026408850003
tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan telah
dinazegelen serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis
melampirkan bukti tersebut ke dalam berkas dengan memberi kode dengan tanda P.1.; -
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375022907100002 atas nama kepala keluarga
Nurhadi yang dikeluarkan Kepala Dindukcapil Kota Pekalongan tanggal 25 September
2013, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2.---------
Foto kopi Salinan Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2013/PA.Pkl. perkara antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama kelas I A Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanda P.3.;

Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2013/PA.Pkl. antara PENGGUGAT dengan
TERGUGAT tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan
Agama Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda

P4,

Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 25 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;

Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Bagus Adyatma Nomor : 474.1/16/11l/14 tanggal
21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Klego, Kecamatan pekalongan Timur,
Kota Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.;--

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bersedia menjadi Saksi, lalu di

bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, benar Penggugat pernah menikah sirri

dengan suaminya bernama Bagus berasal dari Pekajangan;




Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2011 dinikahkan sirri di rumah

bapak BAPAK ANGKAT, pada sore hari;

Bahwa pada acara tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah, ada calon pengantin
wanita dan pria, wali, saksi, mahar dan ijab qobul, namun tidak dihadiri Pejabat
Pencatat Nikah

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak AYAH dan yang menjadi saksi
Bapak dan Bapak BAPAK ANGKAT, namun pada saat ijab saksi yang

mengijabkan sebagai wakil;

Bahwa pada ijab qobull ada maharnya berupa uang dan dihadiri sekitar 10 orang ; --
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah bapak
angkat Penggugat (BAPAK ANGKAT) dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun

saksi tidak tahu anak tersebut lahir, bahkan anak tersebut sekarang sudah sekolah di

tempat saksi mengajar;
Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi

saksi mendengar bila Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bersedia menjadi Saksi

dalam perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ----------vn-meeev

Bahwa Saksi adalah ayah angkat Penggugat kenal dengan Penggugat, benar
Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat bernama Bagus yang berasal dari

Pekajangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2011 di rumah saksi

sekitar jam 02.00 siang;

Bahwa pada acara pernikahan yang hadir Penggugat, Tergugat, Bapak Junaidi,
Bapak AYAH dan Ustad Zain serta dihadiri sekitar 7 (tujuh) orang / para tetangga

saksi ;

Bahwa yang menjadi wali nikah Bapak AYAH, namun pada acara ijab diwakilkan

Bapak Ustad Zain dan mahar berupa uang;
Bahwa sebetulnya Penggugat dengan Tergugat akan dinikahkan secara resmi di

Kantor Urusan Agama, akan tetapi Kantor Urusan Agama tidak mau, karena




Penggugat telah hamil dulu dan setelah anak lahir kemudian Penggugat dan
Tergugat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tahun 2012; -----mve=-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah

punya anak I orang, tapi saksi [upa tanggal dan bulan kelahiran anak tersebut; -------

SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bersedia menjadi Saksi

dalam perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :----—--meceeeeee

Bahwa Saksi adalah paman Penggugat, benar Penggugat pernah menikah sirri
dengan Tergugat, namun saksi lupa namanya dan daerah asalnya Tergugat; ----------
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 16 Juli 2011
dilaksanakan di rumah ayah angkat Penggugat, setelah waktu ashar dan yang hadir

pada acara akad nikah adalah Penggugat, Tergugat, Ustad Zain dan saksi, sedang

ayah Penggugat (AYAH) tidak hadir sedang sakit;
Bahwa pada ijab yang melakukan bapak Ustad Zain mewakili bapak Japari dan

pada saat itu Penggugat sudah hamil serta dihadiri sekitar 4 orang, saksi tidak tahu

anak Penggugat dengan Tergugat lahir;

SAKSI 4, umur 21 tabun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bersedia menjadi Saksi

dalam perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ----~---m-meeeeee

Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat menikah 3 kali 1.) dengan
orang Bendan lalu cerai, 2.) dengan orang Wonokerto juga bercerai dan ke 3.)
dengan TERGUGAT dari Kedungwuni inipun juga bercerai lagi; ~-------------eeo—
Bahwa Penggugat dulu menikah sirri dengan suaminya bernama TERGUGAT
berasal dari Kedungwuni pada bulan Juli 2011 dilaksanakan di rumah bapak
BAPAK ANGKAT di Klego, pada waktu ba’da ashar (setelah Ashar); -----------—--—-
Bahwa pada acara tersebut saksi ikut hadir, karena mengantar ayah dan ibu
Penggugat ke rumah bapak angkat Penggugat dan pada acara itu dihadiri calon
pengantin wanita dan pria, wali, saksi serta para tetangga sekitar 10 orang ------------
Bahwa pada ijab yang menjadi wali nikah Bapak AYAH diwakilkan pada Bapak

Ustad Zain, saksinya bapak SAKSI 3 dan bapak BAPAK ANGKAT, pada acara




tersebut saksi duduk / berada di ruangan terpisah / berbeda, pada saat itu Penggugat

belum punya anak masih dalam keadaan hamil; —

5. SAKSI 5, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bersedia menjadi Saksi dalam

perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, bahwa Penggugat telah menikah 3 kali,
pertama dengan orang Bendan bercerai, kedua dengan orang Arab juga bercerai,
ketiga dengan TERGUGAT dari Desa Ambokembang, Kedungwuni; -----------------

- Bahwa dulu Penggugat dengan suaminya (TERGUGAT) menikah sirri, tapi saksi
lupa tahunnya, dilaksanakan di rumah bapak angkat Penggugat (BAPAK

ANGKAT) di Klego;

- Bahwa pada acara pernikahan saksi tidak ikut hadir, hanya bapak AYAH yang hadir

begitu juga bapak tidak hadir, karena sedang Nelayan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut,
Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan, lalu Penggugat menyatakan tidak

mengajukan lagi saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap memohon putusan yang

seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah

tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk ringkasnya dianggap

telah terinuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di

persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak di depan sidang dan




upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor | Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator Nomor

0483/Pdt.G/2013/PA Pkl tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang telah dicocokkan dengan aslinya
dan telah dinazegelen bermaterai cukup dan Penggugat beragama Islam dan bertempat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, maka gugatan Penggugat tentang
Asal Usul Anak baik dipandang Kompetensi Relatif maupun Absolut adalah merupakan
kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 42, 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 jis. Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat adalah, Penggugat telah
melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sirri di rumah bapak angkat Penggugat
(bapak Nurhadi) pada tanggal 16 Juli 2011, perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam,
pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah ayah Penggugat (AYAH) dan disaksikan oleh
beberapa orang diantaranya bapak BAPAK ANGKAT dan SAKSI 3 serta dengan mas
kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak
dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Penggugat sudah hamil dan setelah
pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah bapak BAPAK ANGKAT
dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga Penggugat kesulitan untuk membuat Akta

Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak ada bantahan /
sanggahan dari Tergugat karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah datang
menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu hak-hak Tergugat tidak
diperhatikan, hal ini sesuai dengan pendapat cendikiawan muslim dalam kitab Ahkamul

Qur’an juz 3, hal 405 yang diambil alih pendapat majelis berbunyi;
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Artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak
mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan

gugurlah haknya™;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak ada bantahan / sanggahan

dari Tergugat, Penggugat tetap dibebani pembuktian;
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis P1 s/d P6

bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya

dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pengugat juga telah
menghadirkan beberapa orang yang menerangkan di bawah sumpah serta keterangannya
bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima sebagai bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pernikahan sirri majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dipertegas Pengguéat dalam penjelasannya
pada sidang tanggal 24 Pebruari 2014 yaitu menikah menurut tuntunan syariat Islam, wali
nikah, ayah Penggugat, ijab wakil Ustad Zain, saksi-saksi bapak angkat dan SAKSI 3,
maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), calon mempelai wanita dan pria
datang, serta Penggugat dalam keadaan hamil 2 — 3 bulan dan telah dikuatkan oleh saksi-
saksi Penggugat yaitu Ustad Zain (wakil Wali, BAPAK ANGKAT dan bapak SAKSI 3,
oleh karena itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1 dan 2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum; -------------

Menimbang, bahwa dalil tentang pengesahan anak Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2011
Penggugat dalam keadaan hamil 2 — 3 bulan, kemudian setelah menikah hidup bersama di
rumah ayah angkat Penggugat dan pada tanggal 20 Juni 2012 lahir seorang anak bernama

ANAK, bila dihitung anak tersebut lahir 6 bulan 4 hari setelah Penggugat dengan Tergugat

menikah;
Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam
keadaan hamil 2 - 3 bulan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu

Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-
VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 harus dibaca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bagus Adyatma
lahir pada tanggal 20 Januari 2012 hal ini telah dikuatkan dengan bukti P5 dan P6 serta
keterangan saksi-saksi yaitu Ustad Zain, BAPAK ANGKAT dan bapak SAKSI 3, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut dilahirkan setelah pernikahan yang sah,

oleh karenanya menjadi Anak Sah dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengenai anak sah, yaitu Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (HAM), Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 99 ayat (1 dan 2) dan Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh
karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Pénggugat

tidak bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat

dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar

putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Januari 2012 benar-
benar anak SAH antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);---
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan
musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah., oleh kami Drs. H. Muhakam, S.H., sebagai
Ketua Majelis, Nurjanah, S.H., M.H. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ruf'atun, sebagai Panitera

Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum dengan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.




Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhakam, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd Ttd
Nurjanah, S.H., M.H. Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Rufatun

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya proses :Rp. 50.000,00
3. Biaya pemanggilan < Rp. 559.000,00
4. Redaksi :Rp.  5.000,00
5.Materai :Rp.  6.000,00
Jumlah : Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
WAKIL PANITERA

Drs. H. SUNTAMA




SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada
tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam

perkara Asal Usul Anak, antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaabln Tidak
Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam
hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014,
memberikan kuasa kepada H. YUROFIQUN, SH, Advokat
yang beralamat di JI. Raya Jenggot No. 189 Pekalongan,

semula sebagai Tergugat, sekarang PEMBANDING ‘oo
Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan
Toko Sembako, tempat kediaman di Kota Pekalongan,

semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING ; ——-—

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.182/Pdt.G/2014/PTA.Smg




dengan tanggal 19 Rajab 1435 H Nomor : 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl yang amarnya

berbunyi :
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 20 Januari
2012 benar-benar anak SAH antara Penggugat (TERBANDING) dengan

Tergugat (PEMBANDING) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 641. 000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pit Panitera
Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0483/Pdt.G/2013/PA.PkI yang
menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014, Tergugat telah
mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekalongan
Nomor : 0483/ Pdt.G/2013/PA.Pkl tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan

tanggal 19 Rajab 1435 H. dan permmohonan banding Tergugat tersebut telah

diberitahukan kepada pihak lawannya ;
Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat/

APembanding yang dikiimkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan,

tertanggal 11 Juli 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang- '
undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan
Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima : -

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.182/Pdt.G/2014/PTA.Smg




Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143
K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau
serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu,
melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat

pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam memori
bandingnya pada pokok menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim
tingkat pertama yang mengabulkan atas gugatan Penggugat/T erbanding
seluruhnya, tanpa memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak

Penggugat/Terbanding sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan para-saksi yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding, yakni saksi pertama SAKSI 1 yang menerangkan pada
pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding
menikah sirri pada bulan Juli 2011 bertempat dirumah Bapak NRHD pada sore.
hari dan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang. Saksi kedua SAKSI 2, menerangkan
pada pokoknya bahwa mereka menikah sirri pada 16 Juli 2011, dirimah saksi
pada sekitar jam 02.00 siang dan dihadiri sekitar 7 (tujuh) orang. Saksi ketiga
SAKSI 3, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka menikah sirri pada
tanggal 16 Juli 2011 ditempat Bapak NRHD (ayah angkat Penggugat/Terbanding),
pada waktu ba'da ashar (setelah shalat ashar), dan yang hadir sekitar 4 (empat)
orang. Saksi keempat SAKSI 4, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka
menikah sirri pada bulan Juli 2011 ditempat Bapak NRHD pada waktu ba’da ashar
(setelah shalat ashar), dan yang hadir sekitar 10 (sepuluh) orang, dan Saksij
Kelima : SAKSI 5, menerangkan pada pokoknya bahwa dia lupa kapan mereka

menikah sirri dan tidak hadir pada acara penikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para saksi tersebut diatas,

maka apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama
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ini, sepenuhnya tidak dapat disetujui, karena para saksi yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding bertentangan dengan apa yang disebutkan dan diakui oleh

Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatnya, bahwa mereka

menikah sirri pada tanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama, perlu mengemukakan
dalill fighiyyah, sebagaimana dikemukakan dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV

halaman 275, yang berbunyi :

QM\JQ&MQ@J&\MCw\ APY I CIWES

Artinya : Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal,
walktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak ada seorang saksipun
menguatkan gugatan dan pengakuan Penggugat/Terbanding mengenai saat
tanggal penikahan sirri dimaksud, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti

pernikahan secara sirri tersebut, dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat
pertama dalam hal ini haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan

mengadili sendiri sebagaimana amar yang disebutkan dibawah nanti ; ——-——-—

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan
Undang-undang 50 tahun 2009, maka kepada pihak Penggugat/ Terbanding harus
dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan kepada Tergugat /
Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

banding ;
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Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat
Undang—undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975,
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang — undang Nomor 50 tahun 2009 serta

semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan

dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat

diterima ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0483/Pdt.G/

2013/PA.Pkl tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab

1435 H. ;

DAN DENGAN MENGADIL!I SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat ;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar  Rp. 641. 000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -—-—-

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 M.,
bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 H., oleh kami DR. H. MASRUYANI
SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan
Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 4
Agustus 2014 Nomor : 182/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan
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oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

BUDI DJOKO WALUYO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding ;

HAKIM KETUA :
Ttd.

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA : HAKIM ANGGOTA :
Ttd. Ttd.
Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :
Ttd.
BUDI DJOKO WALUYO, SH.
Perincian biaya perkara :
Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd
H. TRI HARYONO, SH.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Fadhilatul Maula

2. Tempat Tanggal Lahir  : Pekalongan, 14 Desember 1991

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Alamat : JL. Dwikora Gg.14 Ds. Yosorejo-Pekalongan
6. Email : fadhilatul_maula@yahoo.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : M.Sirojuddin

2. Nama Ibu : Rohmah Nur Hayati

3. Alamat : JL. Dwikora Gg.14 Ds. Yosorejo-Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. TK ABA Noyontaan Pekalongan selesai tahun 1998
2. SDN Keputran 06 Pekalongan selesai tahun 2004
3. SMPN 02 Pekalongan selesai tahun 2007
4. SMAN 02 Pekalongan selesai tahun 2010
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2015

Riwayat Organisasi
1. PIK-KRR Kec.Pekalongan Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benamya
untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Penulis

Fadhilatul Maula
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